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SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB

KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor
60/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk
umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam
sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir,
Para Pemohon.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD QABUL NUSANTARA
[01:11]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemohon, kami Kuasa Hukum,
bersama dengan Prinsipal, Yang Mulia. Kalau dari Kuasa Hukum, saya
Muhammad Qabul Nusantara. Sebelah saya, Awan Puryadi. Sebelah saya
... kemudian, Fazri Kurniawan[sic!] ... Fazri Hasibuan Kurniawan[sic!].
Kemudian, ada Pemohon. Pemohon I diwakili oleh Pak Sekretaris Badan
Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum PTN, Pak Ferry. Kemudian, ada
Pemohon II, Pak Karnadi. Kemudian, Prof. Aan (Pemohon III).
Kemudian, Prof. Ferdi sebagai Pemohon VI. Kemudian, ada Pemohon
dari perwakilan mahasiswa juga, Saudari Iren sebagai Pemohon XII,
Yang Mulia. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [02:04]
Baik. Dari Pemerintah, silakan.
PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [02:07]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Dari
Kuasa Khusus Presiden Kementerian Hukum, saya sendiri M. Fuad Muin,
Fhauzanul Ikhwan, dan Tim Litigasi. Dari Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi, Bapak Sekretaris Jenderal (Bapak Prof. Ir. Togar
Mangihut Simatupang, M.Tech, Ph.D, IPU.), Ibu Staf Ahli Menteri Bidang
Regulasi (Ibu Nur Syarifah, S.H., LL.M.), Ibu Kepala Biro Hukum (Ibu
Ineke Indraswati, S.H., M.H.).

Terima kasih, Yang Mulia.



KETUA: SUHARTOYO [02:43]

Baik. Dari DPR belum hadir.

Kemudian, agenda persidangan pada siang hari ini untuk
Mendengar Keterangan Pemerintah atau Presiden dan Keterangan DPR.
Tapi DPR belum hadir, sehingga seharusnya Keterangan dari Presiden
atau Pemerintah. Tapi catatan dari Kepaniteraan atau dari Persidangan,
Pemerintah atau Presiden menyampaikan permohonan penundaan
pemberian keterangan, ya? Apa betul, Pak? Silakan.

PEMERINTAH: TOGAR MANGIHUT SIMATUPANG [03:16]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Berdasarkan surat dari
Kementerian Hukum sebagai salah satu penerima Kuasa Khusus
Presiden, tertanggal 10 Juli 2025. Bahwa kami mohon agar jadwal
sidang pembacaan keterangan Presiden ditunda selama 14 hari sejak
hari ini karena Pemerintah masih memerlukan waktu untuk koordinasi
dalam mempersiapkan materi yang terkait dengan Permohonan
dimaksud.

Demikian, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Baik. Jadi, untuk penundaan kami berikan waktu tidak sampai
yang diminta, tapi di tanggal 23 Juli, Pak, 2023[sic!], jadi sembilan hari,
ya, dari sekarang. Ya, Pak, ya? Nanti dikoordinasikan yang baik.
Waktunya memang kami tidak bisa ditentukan oleh Para Pihak karena
sudah terjadwal secara ... seperti ban berjalan, begitu. Dan jangan juga
kemudian minta penundaan lagi karena ini perkara yang mendapat
atensi cukup banyak, termasuk ada Pihak Terkait yang mengajukan diri
dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia,
Perkumpulan LAM-PTKes dan dari LAM Infokom yang sudah kami setujui
untuk menjadi Pihak Terkait dan kami akan panggil untuk hadir pada
persidangan yang akan datang.

Sampai sudah jauh-jauh ini Pak Aan dari Malang, Pak Ferdi dari ...
dari Sitinjau Lauik.

Baik, terima kasih. Jadi diperhatikan dan itu dari Pihak Pemohon,
kondisinya jadi kesalahan bukan dari Mahkamah Konstitusi, tapi dari
pihak yang lain.



Baik, terima kasih sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.36 WIB
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